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	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dimiliki tertanggung dalam perjanjian asuransi jiwa, khususnya ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan pembayaran atau kepailitan. Dengan pendekatan hukum normatif, kajian ini menyoroti peran peraturan perundang-undangan serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam menjamin hak pemegang polis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian asuransi jiwa bersifat konsensual dan tetap sah meskipun polis belum diterbitkan, selama terdapat kesepakatan antara para pihak. Dalam hal perusahaan asuransi pailit, hukum memberikan status khusus kepada pemegang polis sebagai kreditur preferen, yang memiliki hak prioritas dalam pelunasan piutang. Hal ini memperkuat perlindungan hukum terhadap tertanggung sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.


I. PENDAHULUAN

Dalam sistem perekonomian nasional, keberadaan industri perasuransian memiliki posisi yang sangat strategis. Industri ini tidak hanya bertugas mengelola risiko masyarakat, tetapi juga bertindak sebagai sarana penghimpunan dana jangka panjang yang kemudian dapat dimanfaatkan dalam pembiayaan pembangunan. Asuransi jiwa secara khusus memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi individu maupun keluarga dalam menghadapi risiko kehidupan seperti kematian, kecelakaan, atau cacat tetap. Dengan demikian, asuransi tidak hanya menjadi kebutuhan individu, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan melalui asuransi telah mendorong pertumbuhan jumlah pemegang polis di Indonesia. Perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan berbagai produk inovatif dengan manfaat perlindungan yang luas dan premi yang kompetitif. Sayangnya, di tengah geliat industri ini, muncul berbagai persoalan hukum yang cukup serius, salah satunya adalah kasus gagal bayar perusahaan asuransi terhadap klaim pemegang polis. Beberapa kasus besar seperti PT Asuransi Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, dan PT Kresna Life menjadi contoh nyata kegagalan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajiban mereka kepada nasabah.

Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis dalam menghadapi kondisi perusahaan asuransi yang mengalami kesulitan keuangan bahkan hingga pailit. Dalam hukum perdata, hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis didasarkan pada perjanjian atau kontrak yang tertuang dalam bentuk polis. Namun ketika perusahaan tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya, efektivitas perlindungan hukum tersebut menjadi dipertanyakan. Hal ini menjadi semakin penting mengingat premi yang dibayarkan oleh pemegang polis merupakan bentuk kepercayaan masyarakat yang harus dijaga oleh perusahaan dan dilindungi oleh hukum.

Kondisi pailit dalam perusahaan asuransi merupakan keadaan yang sangat kompleks. Tidak hanya menyangkut aspek hukum perusahaan dan kontrak, tetapi juga terkait dengan kepentingan publik yang lebih luas. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai kepailitan perusahaan asuransi berbeda dengan perusahaan biasa. Dalam peraturan yang berlaku, salah satu mekanisme yang diatur adalah pemberian status sebagai kreditur preferen kepada pemegang polis, sehingga mereka memiliki hak prioritas atas pembayaran klaim dari aset perusahaan yang tersisa.
Permasalahan ini juga telah menjadi perhatian sejumlah peneliti. Yulianti dan Damarwan (2021) menyoroti lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya mekanisme hukum dalam melindungi hak-hak pemegang polis. Sementara itu, Hasanuddin (2023) menekankan perlunya penguatan kerangka hukum serta peran OJK sebagai lembaga pengawas yang harus mampu bertindak proaktif dalam situasi krisis.
Dalam hal inilah penting untuk dilakukan kajian hukum yang mendalam mengenai bagaimana seharusnya negara melalui perangkat hukumnya memberikan perlindungan yang adil dan efektif kepada tertanggung. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan asuransi jiwa dalam membayar klaim kepada tertanggung serta bagaimana perlindungan hukum diterapkan ketika perusahaan berada dalam kondisi pailit. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini menelaah regulasi terkait, mengkaji praktik-praktik yang telah terjadi, serta menawarkan pemikiran yuridis untuk memperkuat sistem perlindungan hukum bagi tertanggung.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data berasal dari bahan hukum primer dan sekunder, berupa undang-undang dan dokumen resmi lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku untuk memberikan solusi atas isu perlindungan hukum bagi pemegang polis.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Perjanjian Asuransi Jiwa sebagai 
Instrumen Hukum
Perjanjian asuransi jiwa merupakan kontrak yang memiliki kedudukan hukum penting dalam melindungi kepentingan finansial masyarakat. Dalam praktiknya, perjanjian ini muncul dari persetujuan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, yang disepakati secara lisan maupun tertulis. Meskipun dokumen polis belum diterbitkan, selama terdapat itikad baik, persetujuan, dan bukti pembayaran premi, maka hubungan hukum telah terbentuk. Hal ini ditegaskan dalam doktrin hukum perdata dan praktik yurisprudensi, yang memandang konsensus sebagai elemen esensial perjanjian.

Selain sebagai bentuk perjanjian perdata biasa, perjanjian asuransi jiwa juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Perusahaan asuransi bertindak sebagai penanggung risiko atas kejadian yang tidak pasti di masa depan. Di sisi lain, pemegang polis memberikan kepercayaan melalui pembayaran premi rutin. Dengan demikian, asuransi tidak hanya mengikat secara hukum, tetapi juga mencerminkan relasi timbal balik yang mengedepankan asas keadilan dan kepercayaan. Jika salah satu pihak mengingkari kewajiban, maka akan menimbulkan akibat hukum berupa tanggung jawab perdata.

Klausul-klausul dalam polis asuransi harus disusun secara jelas dan mudah dipahami oleh nasabah. Ketidakjelasan sering kali menjadi celah dalam penolakan klaim oleh perusahaan. Oleh karena itu, pengaturan mengenai isi polis, hak dan kewajiban para pihak, serta pengecualian tanggungan harus diatur secara tegas agar tidak merugikan tertanggung. Hal ini sesuai dengan prinsip transparansi dan perlindungan konsumen dalam hukum perasuransian.
B. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa 

Perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha jasa keuangan memiliki tanggung jawab utama dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam polis asuransi. Tanggung jawab ini termasuk pembayaran klaim asuransi secara tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Apabila perusahaan gagal melaksanakan kewajibannya, maka dapat menimbulkan gugatan hukum dari tertanggung yang merasa dirugikan. Bahkan, dalam praktiknya, kegagalan membayar klaim dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran kontrak.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian secara eksplisit mengatur bahwa perusahaan asuransi wajib menjaga kemampuan likuiditas dan solvabilitas untuk memastikan kelangsungan pembayaran manfaat asuransi. Dengan demikian, tanggung jawab hukum perusahaan tidak berhenti pada proses penerbitan polis, tetapi juga meliputi manajemen risiko, pengelolaan dana premi, serta pelayanan klaim yang adil dan profesional.

Dalam bidang sosial, perusahaan asuransi harus menjaga kepercayaan publik. Kegagalan dalam memenuhi klaim tidak hanya berdampak hukum, tetapi juga mencoreng reputasi industri dan menurunkan minat masyarakat untuk berasuransi. Oleh karena itu, keberlangsungan perusahaan asuransi sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), dan pemenuhan hak-hak nasabah secara proporsional.
C. Status Hukum Pemegang Polis dalam Kasus Pailit

Pada kasus kepailitan, posisi hukum pemegang polis mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Ketika perusahaan asuransi dinyatakan pailit, pemegang polis tidak serta merta kehilangan hak atas klaim yang telah dijanjikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pemegang polis berstatus sebagai kreditur preferen. Artinya, mereka memiliki kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan kreditur biasa dalam hal pembagian harta pailit.

Perlindungan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap pentingnya menjamin hak-hak nasabah yang telah menunaikan kewajibannya dengan membayar premi. Dana yang terkumpul dari premi pemegang polis wajib diprioritaskan untuk pelunasan klaim sebelum aset perusahaan digunakan untuk kepentingan kreditur lainnya. Hal ini sejalan dengan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan.

Namun demikian, proses pelunasan klaim pada saat perusahaan pailit tidak serta merta dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, melainkan melalui mekanisme hukum yang melibatkan kurator dan pengadilan niaga. Kurator ditunjuk untuk mengelola dan mendistribusikan harta pailit sesuai dengan daftar piutang yang disahkan pengadilan. Dalam proses ini, pemegang polis harus mengajukan tagihan klaim disertai bukti yang cukup agar dapat diverifikasi dan diakui dalam proses pembayaran.

Disamping itu, permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi tidak dapat diajukan oleh pihak sembarangan. Berdasarkan Pasal 50 UU yang sama, hanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mencegah penyalahgunaan instrumen hukum pailit oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
D. Realitas Implementasi dan Permasalahannya 

Putri (2019) menekankan bahwa dalam berbagai kasus, pemegang polis tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga menghadapi kesulitan administratif dalam menuntut haknya. Kurangnya kejelasan informasi dari pihak asuransi, serta minimnya literasu hukum nasabah, menyebabkan proses klaim menjadi lambat dan membingungkan. Hal ini menunjukkan bahwa aspek perlindunagn Konsumen dalam asuransi masih lemah dari sisi praktik. Senada dengan itu, Sutrisno (2020) mengingatkan bahwa perusahaan asuransi memiliki tanggung jawab sosial yang tidak kalah penting dari fungsi komersialnya. Menurutnya perusahaan tidak boleh hanya berfokus pada akumulasi premi, tetapi juga wajib memastikan bahwa janji perlindungan benar-benar dapat direalisasikan saat risiko terjadi. Dalam situasi gagal bayar, perusahaan harus tetap menunjukkan itikad baik dan transparansi dalam menyelasaikan klaim tertanggung.
Meskipun sudah ada ketentuan hukum yang jelas, implementasi di lapangan sering kali menemui hambatan. Banyak kasus gagal bayar seperti yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya, AJB Bumiputera, dan perusahaan lain menunjukkan lemahnya pengawasan serta belum optimalnya perlindungan bagi pemegang polis. Dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya, misalnya, kerugian yang dialami negara dan nasabah mencapai triliunan rupiah karena kesalahan manajemen investasi dan lemahnya pengawasan internal. Tertanggung yang telah membayar premi secara rutin kehilangan kepercayaan karena tidak mendapatkan manfaat yang dijanjikan.

Selain itu, tertanggung sering kali tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang prosedur pengajuan klaim dalam kondisi pailit. Kurangnya edukasi dan transparansi dari perusahaan maupun regulator turut memperburuk situasi. Banyak nasabah bahkan tidak mengetahui keberadaan mekanisme pengaduan atau langkah hukum yang dapat ditempuh ketika haknya dilanggar. Padahal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 secara tegas menetapkan bahwa perusahaan asuransi wajib menjaga kemampuan membayar klaim sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang polis.

Di sisi lain, perlindungan hukum yang bersifat normatif juga perlu diperkuat dengan langkah-langkah praktis di lapangan. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan perlu membentuk unit khusus penanganan sengketa asuransi jiwa secara cepat dan transparan. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan pendirian lembaga penjamin klaim seperti Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk sektor perbankan, yang bertugas menjamin pembayaran klaim dasar apabila perusahaan asuransi tidak mampu melaksanakannya.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan

Perusahaan asuransi jiwa memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi hak pemegang polis atas klaim yang diajukan, termasuk ketika perusahaan berada dalam kondisi pailit. Peraturan perundang-undangan memberikan status khusus kepada pemegang polis sebagai kreditur preferen untuk menjamin perlindungan atas hak-haknya. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi masih cukup besar. Lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta belum adanya lembaga penjamin khusus di sektor perasuransian menjadi persoalan yang harus segera diatasi. Sebagaimana disampaikan oleh Wibowo dan Sari (2022), urgensi pembentukan lembaga penjamin polis sudah menjadi kebutuhan mendesak agar nasabah tidak menjadi pihak paling dirugikan dalam kondisi gagal bayar.

Pemerintah dan OJK perlu mengambil langkah konkret dengan memperkuat regulasi, meningkatkan edukasi publik, serta membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan adil. Laporan OJK (2023) juga menegakan pentingnya tata kelola yang baik dan peningkatan pengawasan terhadap perusahaan asuransi untuk menjamin stabilitas keuangan nasional.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum terhadap tertanggung tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik demi menciptakan industri asuransi yang sehat, transparan, dan berpihak pada konsumen.

B. Saran
Perusahaan asuransi jiwa perlu meningkatkan transparansi dan pelayanan dalam proses pembayaran klaim, sehingga hak-hak tertanggung benar-benar terlindungi. Selain itu, Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu diperkuat agar perusahaan asuransi menjalankan kewajibannya sesuai peraturan, khususnya dalam situasi jika terjadi kepalitan. Pemerintah juga diharapkan memperjelas dan memperkuat program penjaminan polis untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang polis. Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam asuransi jiwa perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami perlindunagn yang didapatkan dan prosedur klaim yang benar. Dengan langkah-langkah tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa dapat tumbuh dan perlindungan hukum bagi tertanggung semakin terjamin.
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